SALINAN

BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)

Menimbang

Mengingat

jdih.banglikab.go.id

JAMKRIDA BALI MANDARA PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa penyertaan modal merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Terbatas ( PT ) Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pemtotukan Peraturan Perundangan-Undangan
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10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-3060 HT. 01.04 Tahun 2004
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas;



Menetapkan
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008
tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan
Penjaminan Ulang Kredit;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2010
tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010
Nomor 9);

Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) JAMKRIDA BALI
MANDARA PROVINSI BALI.

Pasal 1

Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bangli melakukan
Penyertaan Modal pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 diberikan kepada Perseroan
Terbatas (PT) Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali.

Besamya Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan kepentingan daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IWAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 30

jdih.banglikab.go.id



